



GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
2.1 Gambaran Umum Kota Semarang 
Gambar 2. 1  
Peta Kota Semarang 
 
Sumber : www.semarangkota.go.id 
 
2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang  
 Kota Semarang terletak antara garis 6o 50’ - 7o 10’ Lintang Selatan dan 
garis 109o 35’ – 110o 50’ Bujur Timur. Batas wilayah administratif Kota 
Semarang sebelah Barat adalah dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan 
Kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah 
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Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. 
Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 M sampai dengan 348,00 M di 
atas garis pantai.  
Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km , Kota Semarang 
terbagi dalam 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, 
Kecamatan Mijen (57,55 km ) dan Kecamatan Gunungpati (54,11 km ) 
merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah terluas, di mana sebagian besar 
wilayahnya berupa persawahan dan perkebunan. Sedangkan kecamatan dengan 
luas terkecil adalah Semarang Selatan (5,93 km ) dan Kecamatan Semarang 
Tengah (6,14 km ), sebagian besar wilayahnya berupa pusat perekonomian dan 
bisnis kota Semarang, seperti bangunan toko, mall, pasar, perkantoran dan lain 
sebagainya. Berikut ini daftar kecamatan yang ada di Kota Semarang.  
 
Tabel 2. 1 
Daftar Kecamatan di Kota Semarang 
 




































































 JUMLAH 176 37370,41 
Sumber : www.semarangkota.go.id 
 
2.1.2 Penduduk Kota Semarang  
a) Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk  
Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2016, jumlah penduduk Kota 
Semarang tercatat sebesar 0,65%. Kondisi tersebut memberi arti bahwa 
pembangunan kependudukan, khususnya usaha untuk menurunkan jumlah 
kelahiran, memeberikan hasil yang nyata.  
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Tabel 2. 2  
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2012-2016 
 








Sumber : Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2016 BPS Kota     
Semarang 
 
Dapat kita lihat dari data tersebut bahwa terjadi pertumbuhan jumlah penduduk 
Kota Semarang setiap tahunnya. Bila dilihat pertumbuhan penduduk menurut 
kecamatan pada periode 2012-2016 kondisinya berbeda-beda Hal ini terjadi 
karena dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang masing-masing mempunyai 
karakteristik tersendiri, tingkat pertumbuhan pada kecamatan-kecamatan di 
pinggir kota pertumbuhan penduduknya cukup tinggi jika dibandingkan dengan 
kecamatan yang terletak di tengah kota, pertumbuhan penduduknya tergolong 
lebih rendah. Bertambahnya jumlah penduduk di kota semarang juga disebabkan 




b) Persebaran dan Kepadatan Penduduk   
Dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2016), kepadatan penduduk ccenderung 
naik seiring dengan jenaikan jumlah penduduk. Penyebaran penduduk di kota 
semarang belum merata tercatat kecamatan Semarang Selatan sebagai wilayah 
terpadat di kota Semarang. 
Penyebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena 
berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang. Secara geografis 
wilayah Kota Semarang terbagi menjadi dua yaitu daerah dataran rendah (Kota 
Bawah) dan daerah perbukitan (Kota Atas). Kota bawah merupakan pusat 
kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan industri sedangkan kota atas lebih 
banyak dimanfaatkan untuk perkebunan, persawahan, hutan. Sedangkan ciri 
masyarakatnya juga terbagi menjadi dua yaitu masyarakat dengan ciri perkotaan 
yang menempati daerah sekitar pusat kota dengan lingkungan pemukiman yang 
bercirikan perkotaan dan masyarakat dengan karakteristik pedesaan yang 
menempati daerah perluasan / pinggiran dengan kondisi yang lebih tradisional.  
Dengan kondisi seperti diatas maka penyebaran penduduk di Kota 
Semarang terkonsentrasi di kota bawah sehingga mengakibatkan daya dukung 
lingkungan menjadi rendah karena kepadatan yang tinggi. Oleh karena itu 
kebijakan Pemerintah Daerah Kota Semarang diarahkan pada pengembangan 
daerah kota atas, beberapa hal yang sudah ditempuh selain memindahkan UNNES 
Semarang ke wilayah Kecamatan Gunungpati beberapa waktu lalu adalah dengan 
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memindahkan Universitas Diponegoro Semarang ke wilayah Kecamatan 
Tembalang serta pengembangan pemukiman-pemukiman baru di daerah tersebut.  
Sebagai salah satu kota metropolitan Semarang boleh dikatakan cukup 
padat, pada tahun 2016 ini kepadatan penduduk sebesar 4.269 jiwa per km2, 
sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan keadaan tahun 2015. Bila 
dilihat menurut kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk paling rendah 
adalah Kecamatan Semarang Selatan sebesar 13.431,17 (jiwa/ km2) diikuti 
dengan Kecamatan  
Candisari (12.11,96) dan Kecamatan Gayamsari (12.008,74). ketiga 
kecamatan tersebut dua diantaranya merupakan daerah pertanian dan perkebunan, 
sehingga sebagian wilayah masih banyak terdapat areal persawahan dan 
perkebunan. Sedangkan kecamatan Tugu merupakan daerah pengembangan 
industri sehingga banyak terdapat bangunan- bangunan dan lahan industri yang 
menyita sebagian besar wilayahnya.  
Namun sebaliknya untuk Kecamatan-Kecamatan yang terletak di pusat 
kota, dimana luas wilayahnya tidak terlalu besar namun jumlah penduduknya 
banyak kepadatan penduduknya sangat tinggi. Yang paling tinggi kepadatan 
penduduknya adalah Kecamatan Semarang Selatan (13.990 jiwa/ km2) kemudian 
Kecamatan Candisari (12.217), Kecamatan Gayamsari ( 11,913), diteruskan 
dengan Kecamatan Semarang Tengah (11.673) dan Kecamatan Semarang Utara 
(11.661). Bila dikaitkan dengan banyaknya keluarga atau rumahtangga, maka bisa 
dilihat bahwa rata-rata setiap keluarga di Kota Semarang memiliki 3 sampai 4 
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anggota keluarga, dan kondisi ini terjadi pada hampir seluruh kecamatan.  
2.1.3 Fokus Pembangunan Kota Semarang  
 Selaras dengan motto pembangunan Provinsi Jawa Tengah ”Bali nDeso 
mBangun Deso” yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang ada di 
wilayah pedesaan, baik dari sisi sumber daya alam, sumberdaya manusia, sosial 
kemasyarakatan, keluhuran budaya serta kearifan lokal maka “Waktunya 
Semarang Setara” merupakan Motto Kota Semarang untuk membangun motivasi 
guna mengoptimalkan potensi Kota Semarang melalui komitmen seluruh 
pemangku kepentingan (Pemerintah – masyarakat – swasta) untuk bersama 
membangun dan mensejajarkan dengan Kota metropolitan lainnya serta 
mempermudah implementasi Visi dan Misi Kota Semarang.  
 “Waktunya Semarang Setara” juga dimaksudkan sebagai momentum 
kebangkitan seluruh masyarakat Kota Semarang agar mampu sejajar dengan kota-
kota metropolitan lainnya dalam segala aspek kehidupan guna mencapai 
kesejahteraan bersama. “Setara” juga dimaknai sebagai akronim SEmarang KoTA 
SejahteRA yang merupakan sasaran akhir pembangunan.  
 Langkah kongkrit untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan 
memprioritaskan program-progran pembangunan yang diwujudkan dalam 
“SAPTA PROGRAM” yang terdiri dari Penanggulangan Kemiskinan dan 
pengurangan pengangguran, Rob dan banjir, Pelayanan publik, Tata ruang dan 
infrastruktur, Kesetaraan dan keadilan gender, Pendidikan serta Kesehatan. 
Melalui Sapta Program tersebut, merupakan langkah kongkrit untuk mendudukan 
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Kota Semarang sejajar dengan Kota Metropolitan di Indonesia akan lebih cepat 
tercapai.  
Rumusan motto tersebut kemudian dirumuskan dalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi 
dan Sasaran sebagai berikut :  
a. Visi Kota Semarang  
“Terwujudnya Semarang Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang 
Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”  
b. Misi  
1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Dan Masyarakat Kota Semarang Yang 
Berkualitas.  
2. Mewujudkan Pemerintahan Kota Yang Efektif Dan Efisien, Meningkatkan 
Kualitas Pelayanan Publik, Serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum.  
3. Mewujudkan Kemandirian Dan Daya Saing Daerah.  
4. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan.  
5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.  
2.2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Dinas pendaftaran penduduk dan catatan sipil kota Semarang dibentuk 
berdasarkan peraturan daerah kota semarang Nomor 2 tahun 2001 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk 
dan Catatan Sipil Kota Semarang dan berdasarkan peraturan kota Semarang 
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Nomor 12 tahun 2008 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah kota 
Semarang, nomenklatur Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil kota 
Semarang berubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
Sebagai unsur pelaksanan Pemerintah Kota, Dinas Kepedudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai tugas pokok membantu Walikota 
dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendaftaran 
penduduk dan catatan sipil. Tugas tersebut dilaksanakan dalam bentuk 
penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan, pengelolaan dan 
administrasi kependudukan dan akta catatan sipil yang merupakan tugas 
pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat Kota Semarang. 
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil sebagai dians pelayanan Umum di tuntut untuk lebih profesional sehingga 
pelayanan prima di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil dapat terwujud.  
2.2.1 Visi dan Misi  
Visi  
“Tertib Administrasi Kependudukan Dengan Pelayanan Prima Menuju 
Terwujudnya Data dan Informasi Penduduk Berkualitas.” 
Misi  
1. Membangun dan menetapkan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil untuk menghimpun kependudukan, menerbitkan identitas dan 




2. Mengembangkan dan memadukan teknik pengolahan informasi hasil 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan 
data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi 
kebutuhan publik serta pembangunan.  
3.    Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat 
yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan 
pengolahan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan 
perlindungan sesuai hak – hak penduduk. Menyiapkan bahan untuk 
penyusunan perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan 
perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan 
kesejahteraan penduduk. 
2.2.2 Tujuan 
a)  Menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terarah, 
terkondisi, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tertib 
administrasi kependudukan.  
b)  Menghimpun data kependudukan dan hasil pendafataran penduduk dan 
pencatatan sipil secara lengkap, akurat dan berkesinambungan.  
c) 1. Mewujudkan pemahaman dan peran serta masyarakat yang mendukung 
proses peranan administrasi pendafataran penduduk dan pencatatan sipil 
dalam pemerintah dan pembangunan.  
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  2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola administrasi 
kependudukan terhadap proses penyelenggaraan dan peranan pendaftaran 
penduduk dalam pemerintahan dan pembangunan.  
2.2.3 Sasaran  
a. 1. Tersedianya pendafataran penduduk dan pencatatan penduduk dalam 
kerangka SAK (Sistem Administrasi Kependudukan)  
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan 
dan pencatatan sipil baik di dinas maupun di pos pelayanan di tingkat 
kecamatan.  
b.  Tersedianya data dan informasi kependudukan guna memenuhi kepentingan 
publik serta pembangunan.  
c. 1. Terwujudnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan 
dokumen – dokumen kependudukan.  
2. Tersusunnya peraturan daerah masalah kependudukan dan pencatatan sipil.  
3. Terwujudnya pelayanan yang profesional oleh aparat/pengelola administrasi 
kependudukan.  
d. Tersedianya data kependudukan sebagai dasar pelaksanaan perencanaan 
pembangunan.  
2.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi 
Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang nomor 29 tahun 2008, Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan.  
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil, mempunyai fungsi sebagai berikut:  
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan 
Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang 
Pengendalian Penduduk.  
b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bindang Data 
dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang 
Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk  
c) Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan 
tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
d) Perumusankebijakandanpengembangansistemdantehnologi informasi 
administrasi kependudukan.  
e) Pelaksanaan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa 
penting. 
f) Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).  
g) Pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan   dan Surat 
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Keterangan Kependudukan.  
h) Pelaksanaan pendaftaran perpindahan dan kedatangan   penduduk, pengungsi 
dan penduduk rentan.  
i) Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan 
sipil.  
j) Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan.  
k) Penyajian dan pelayanan informasi administrasi kependudukan.  
l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.  
m) Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil.  
n) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi 
kependudukan.  
o) Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.  
p) Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi 
perjanjian dan/atau non perijinan di bidang kependudukan dan pencatatan 
sipil. 
q) Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas.  
r) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta 
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan 
70 
 
dan Pencatatan Sipil.  




2.2.5 Susunan Organisasi 




























 Kasie Sistem Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 
 Kasie Penolahan dan 
Penyajian Data 
 Kasie tata Kelola dan 
Sumberdaya Manusia, 






 Kasie Identitas 
Kependudukan 















 Kasie Perubahan 
Status Anak, 
Pewarganegaraan












 Kasie Inovasi 
Pelayanan  
 
